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Menimbang

Mengingat

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN
MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31/M-DAG/PER/7/2007
TENTANG

ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Angka Pengenal Importir atau APl, sebagai tanda
pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan
kegiatan importasi barang, merupakan salah satu instrumen
yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penataan
pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang
impor; :

bahwa ketentuan mengenai APl yang ada saat ini, belum
mencakup seluruh kegiatan importasi barang yang dilakukan
untuk beberapa kegiatan usaha tertentu seperti kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi, kegiatan usaha di bidang industri
jasa yang memerlukan barang modal dan peralatan untuk
mendukung kegiatan usahanya;

bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan
kegiatan spesifik yang didasarkan pada kontrak kerjasama
antara Pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama,
sehingga dalam rangka kelancaran kegiatan importasi barang
untuk keperluan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh
Kontraktor Kontrak Kerjasama dipandang perlu adanya
pengaturan penerbitan APl yang bersifat khusus;

bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ketentuan API
perlu dilakukan penyesuaian dan mencabut Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003
tentang Angka Pengenal Importir (API);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan.

Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad tahun
1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3214);
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Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3564);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Nomor 136 Tahun 2001, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4152);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4216);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Nomor 82 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967
tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2005 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun
2005;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
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Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2007;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga
Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 789/MPP/Kep/12/2002;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
12/MPP/Kep/1/98 tentang Penyelengaraan Wajib Daftar
Perusahaan (WDP);

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor
819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir;

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
366/M-DAG/KEP/12/2005 tentang Pedoman Administrasi Umum
Departemen Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006
tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP),

MEMUTUSKAN :

. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
414/MPP/Kep/6/2003 tentang Pemberian Kuasa  Untuk
Penerbitan Persetujuan Impor Barang Tanpa API,

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API).



Peraturan Menteri Perdagangan
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

9.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean Indonesia.

Angka Pengenal Importir disingkat APl adalah tanda pengenal
sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang
melakukan perdagangan impor.

Importir adalah perusahaan pemilik APl yang melakukan kegiatan
impor barang.

Perusahaan dagang adalah badan usaha, baik yang berbentuk
perorangan atau persekutuan, baik dalam bentuk badan hukum
atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan
melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa.

Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan di bidang usaha industri.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama, selanjutnya disebut Kontraktor
KKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan
wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada
suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan
badan pelaksana.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang
selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah suatu badan yang
dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di
bidang minyak dan gas bumi.

Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit
atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan
di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau
bertugas melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan
induknya.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
perdagangan.

10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar

Negeri.

11.Dinas Propinsi adalah instansi pada Pemerintah Propinsi yang

bertanggung jawab di bidang perdagangan.

12.Dinas  Kabupaten/Kota adalah instansi pada Pemerintah

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di  bidang
perdagangan.
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Pasal 2

hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan dagang,

perusahaan industri, Kontraktor KKS atau perusahaan penanaman
modal yang telah memiliki API.

Pasal 3

(1) Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan
tanpa APl untuk :

a.

j.

k.

barang pindahan;

b. barang impor sementara;
c.
d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

barang promosi;

pengetahuan;

. barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum,

amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan
penanggulangan bencana alam;

obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang
diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;

barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan,
pengerjaan dan pengujian;

barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri
kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama
dengan kuantitas pada saat diekspor;

barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya
yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

barang untuk keperluan badan internasional beserta
pejabatnya yang bertugas di Indonesia; atau

barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

(2) Impor dapat dilaksanakan tanpa APl apabila;

a.

impor tidak dilakukan secara terus menerus dan yang tidak
dimaksudkan untuk diperdagangkan atau vyang tidak
dimaksudkan untuk dipindahtangankan; dan

barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lainnya
yang berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat
pembangunan infrastruktur.

Pasal 4

Impor Tanpa APl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
memperoleh Persetujuan Impor yang ditandatangani Direktur Impor.

-5-
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Pasal 5

(1) API terdiri dari:

a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
c. Angka Pengenal importir Terbatas (API-T);
d. Angka Pengenal Importir Khusus (API-K).

(2) APl berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh daerah
pabean indonesia.

(3) API-U, API-P dan API-T berlaku untuk kantor pusat dan seluruh
kantor cabangnya.

(4) API-K berlaku untuk setiap kontrak yang dimiliki oleh Kontraktor
KKS.

Pasal 6

(1) API-U wajib dimiliki oleh setiap perusahaan dagang yang
melakukan impor.

(2) API-P wajib dimiliki oleh setiap perusahaan industri yang
melakukan impor.

(3) API-T wajib dimiliki oleh setiap perusahaan penanaman modal
yang melakukan impor.

(4) API-K wajib dimiliki oleh setiap Kontraktor KKS yang melakukan
impor.

Pasal 7

API-P diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang
modal dan bahan baku atau penolong untuk keperluan proses
produksinya sendiri, atau barang lainnya sepanjang digunakan untuk
keperluan perusahaan Industri yang bersangkutan.

Pasal 8

API atau Persetujuan Impor Tanpa APl merupakan syarat untuk:

a. pengimporan barang melalui pembukaan L/C pada bank devisa
dan/atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku
dalam transaksi perdagangan internasional;dan/atau

b. penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).



Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007

Pasal 9

Pemilik APl dan pemilik Persetujuan Impor Tanpa API
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor yang
dilakukan dengan menggunakan API dan Persetujuan Impor Tanpa
APl yang dimilikinya.

Pasal 10

(1) API-U dan API-P diterbitkan atas nama Menteri oleh Kepala Dinas
Propinsi dimana kantor pusat perusahaan berdomisili.

(2) API-K diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 11

(1) Setiap perusahaan dagang hanya boleh memiliki 1 (satu) API-U
dan tidak boleh memiliki jenis API lainnya.

(2) Setiap perusahaan industri hanya boleh memiliki 1 (satu) API-P
dan tidak boleh memiliki jenis API lainnya.

(3) Setiap Kontraktor KKS hanya boleh memiliki 1 (satu) API-K dan
tidak boleh memiliki jenis API lainnya.

Pasal 12

(1) Perusahaan dagang yang akan memiliki API-U wajib mengajukan
permohonan dengan mengisi Formulir Isian sebagaimana contoh
dalam Lampiran | Peraturan ini, kepada Kepala Dinas Propinsi
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di
tempat kedudukan Kantor Pusat perusahaan dengan
melampirkan:

a. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan
perubahannya;

b. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);

c. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan
yang masih berlaku dari kantor Kelurahan setempat atau
fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;

d. Fotokopi Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)/ijin yang

setara dari instansi terkait;

. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau
perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan;

g. Referensi dari bank devisa;

h. Pasfoto berwarna masing-masing Pengurus/Direksi
Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan

i. Fotokopi Paspor/KTP dari Pengurus/Direksi.

S o
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(2) Perusahaan industri yang akan memiliki API-P wajib mengajukan

permohonan dengan mengisi Formulir Isian sebagaimana contoh
dalam Lampiran | Peraturan ini kepada Kepala Dinas Propinsi,
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di
tempat Kantor Pusat perusahaan berdomisili dengan
melampirkan:

a. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan
perubahannya;

b. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);

c. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan
yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi
perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;

d. Fotokopi izin usaha industri/ijin yang setara dari instansi
terkait;

e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai
dengan domisilinya;

f. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

g. Referensi dari bank devisa;

h. Pasfoto berwarna masing-masing pengurus 2 (dua) lembar
ukuran 3x4;dan

i. Fotokopi Paspor /KTP dari Pengurus/Direksi.

(3) Penyampaian permohonan dan tembusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan :

a. melalui jasa pengiriman; atau
b. disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Propinsi
dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(4) Kontraktor KKS yang akan memiliki API-K, wajib mengajukan

(1

permohonan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi Formulir
Isian sebagaimana contoh dalam Lampiran |l Peraturan ini,
dengan melampirkan:

a. Salinan Kontrak Kerjasama antara Kontraktor KKS dengan
Pemerintah/Badan Pelaksana;

b. Rekomendasi dari Badan Pelaksana;

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor KKS;

d. Pasfoto berwarna masing-masing penanggung jawab
Kontraktor KKS, 2 (dua) lembar ukuran 3x4; dan

e. Fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung
jawab di Kontraktor KKS.

Pasal 13
Kepala Dinas Kabupaten/Kota, berdasarkan tembusan

permohonan APl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
dan (2) melakukan pemeriksaan di lapangan paling lambat 3
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(tiga) hari kerja sejak tembusan permohonan API diterima.

(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat diselesaikan pada waktunya, Dinas Propinsi dapat
melakukan pemeriksaan di lapangan yang diselesaikan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran lil-a Peraturan
ini dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta
pegawai Dinas Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan di
lapangan.

(4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan BAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Propinsi, paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak BAP ditandatangani.

Pasal 14

(1)Dalam hal diperlukan pemeriksaan ke lapangan untuk
memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh Pemohonan
API-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Direktur
Jenderal dapat menugaskan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran lli-b Peraturan ini dan
ditandatangani oleh Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal
serta pegawai yang melakukan pemeriksaan di lapangan.

Pasal 15

(1) Bentuk API-U, API-P dan API-K sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1V, Lampiran V
dan Lampiran VI Peraturan ini.

(2) API-U berwarna biru muda, API-P berwarna hijau muda dan API-K
berwarna kuning muda.

Pasal 16

(1) Kepala Dinas Propinsi menerbitkan API-U/API-P atau menolak
permohonan API-U/API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) dan (2) paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (3).

(2) Kepala Dinas Propinsi menyampaikan tembusan API-U/API-P
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kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
pembuat BAP.

(3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala
Dinas Kabupaten/Kota pembuat BAP.

(4) Contoh surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vll-a
Peraturan ini.

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal menerbitkan API-K atau menolak permohonan
AP|-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling
lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima
permohonan penerbitan API-K.

(2) Datam hal diperlukan pemeriksaan ke lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, persetujuan atau penolakan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)
diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
selesainya pemeriksaan dimaksud.

(3) Direktur Jenderal menyampaikan tembusan API-K kepada Kepala
Badan Pelaksana dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
diterbitkan.

(4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

" disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala
Badan Pelaksana dan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Departemen Keuangan.

(5) Contoh surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vii-b
Peraturan ini.

Pasal 18

Masa berlaku API-U, API-P dan API-K selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

(1) Perusahaan pemilik API-U dan API-P wajib melaporkan realisasi
impor dalam hal ada/tidak ada impor, sekali dalam 3 (tiga)
bulan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada
Kepala Dinas Kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili.

(2) Kontraktor KKS pemilik API-K wajib melaporkan rekapitulasi
realisasi impornya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur
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Jenderal dalam hal ini Direktur Impor.

(3) Kepala Dinas Propinsi menyampaikan laporan rekapitulasi
realisasi impor masing-masing perusahaan pemilik API-U dan
API-P, sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) Perusahaan pemilik API-U dan API-P wajib melaporkan setiap
perubahan yang berkaitan dengan perusahaannya paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada
Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas
Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan yang bersangkutan
berdomisili.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. setiap perubahan bentuk badan usaha, susunan
pengurus/direksi, alamat perusahaan, Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), surat ijin yang setara dari instansi
terkait, dan atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), untuk
perusahaan pemilik API-U.

b. setiap perubahan bentuk badan usaha, perubahan jenis usaha
industri, susunan pengurus/direksi, alamat perusahaan dan
atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), untuk perusahaan
pemilik API-P.

(3) Contoh laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll-a dan
lampiran VIII-b Peraturan ini.

(4) Contoh laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vill-a dan
lampiran VIII-b Peraturan ini.

(5) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
dalam 2 (dua) rangkap dan harus ditandasahkan oleh Kepala
Dinas Propinsi, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur
Impor.

(6) Kepala Dinas Propinsi menyampaikan laporan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing kepada
Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili
dan kepada perusahaan yang bersangkutan.

(7) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari API
perusahaan yang bersangkutan.
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Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007

Pasal 21

(1) Kontraktor KKS pemilik API-K wajib melaporkan setiap
perubahan yang berkaitan dengan identitas dan atau hal lain
yang terkait dengan Kontraktor KKS paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Direktur
Jenderal melalui Kepala Badan Pelaksana.

(2) Kepala Badan Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk
menyampaikan setiap laporan perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima)
hari setelah diterima dari Kontraktor KKS.

(3) Contoh laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIll-c dan Lampiran
Vill-d Peraturan ini.

(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2
(dua) rangkap dan ditandasahkan oleh Direktur impor atas nama
Direktur Jenderal, dengan tembusan disampaikan kepada Badan
Pelaksana.

(5) Direktur Impor menyampaikan laporan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Kontraktor KKS.

(6) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari API-K
Kontraktor KKS.

Pasal 22

(1) APl dapat dibekukan apabila perusahaan pemilik APl dan/atau
Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API/penanggung jawab
Kontraktor KKS pemilik API-K:

a. sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena
diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan
penyalahgunaan API;

b. diduga menyampaikan informasi atau data yang tidak benar
pada saat pengajuan permohonan API;

c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Pasal 20 dan atau Pasal 21; atau

d. diduga melanggar ketentuan yang berlaku di bidang impor.

(2) Contoh surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX-a dan Lampiran IX-b

Peraturan ini.
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Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor : 31/ M-DAG/PER/7/2007

Pasal 23

(1) APl yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
dapat diaktifkan kembali apabila:

a. telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh
penyidik dan/atau dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari
segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;

b. tidak terbukti menyampaikan informasi atau data yang tidak
benar pada saat pengajuan permohonan APl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;

c. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21; atau

d. tidak terbukti melanggar ketentuan di bidang impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d.

(2) Contoh surat pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X-a dan
Lampiran X-b Peraturan ini.

Pasal 24

(1) APl dicabut apabila perusahaan pemilik APl dan/atau
Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API/ penanggung jawab
Kontraktor KKS :

a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;

b. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;

c. terbukti melanggar ketentuan tata niaga impor yang
berlaku;

d. memalsukan dan/atau menyalahgunakan dokumen impor
dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;atau

e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana
yang berkaitan dengan penyalahgunaan APlI dan telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Contoh surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xl-a dan Lampiran XI-b
Peraturan ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal APl dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf a dan/atau huruf b, maka perusahaan hanya dapat
mengajukan permohonan APl baru setelah 1 (satu) tahun sejak
tanggal pencabutan API tersebut.
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Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007

(2) Dalam hal API dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf ¢, huruf d, dan/atau huruf e, maka perusahaan hanya
dapat mengajukan permohonan APl baru setelah 5 (lima) tahun
sejak tanggal pencabutan API tersebut.

(3) Dalam hal API-K dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
maka Kontraktor KKS hanya dapat mengajukan permohonan API-
K baru setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan
Pelaksana yang menyatakan kredibilitas Kontraktor KKS.

(4) Pemohon APl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
diwajibkan:
a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 Peraturan ini; dan
b. mengembalikan API asli yang telah dicabut.

Pasal 26

(1) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-U dan
API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal
24, dilakukan atas nama Menteri oleh Kepala Dinas Propinsi yang
menerbitkan API.

(2) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24,
dilakukan atas nama Menteri oleh Direktur Jenderal.

(3) Kepala Dinas Propinsi menyampaikan surat pemberitahuan
pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API-U dan
API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal
24 kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan
kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di
lokasi perusahaan berdomisili.

(4) Salinan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk
keperluan tatalaksana kepabeanan di bidang impor.

Pasal 27

(1) Setiap  API-U dan API-P  yang diterbitkan diberi nomor
yang terdiri dari 9 (sembilan) digit sebagaimana contoh dalam
Lampiran XlI Peraturan ini, yang terdiri dari:

a. 2 (dua) digit pertama untuk nomor kode propinsi yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran X
Peraturan ini ;

b. 2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota
sesuai dengan nomor kode yang ditetapkan di propinsi yang
bersangkutan;
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Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007

c. 5 (lima) digit terakhir untuk nomor urut APl yang
diterbitkan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jumlah wilayah sehingga
menyebabkan terjadinya perubahan nomor kode propinsi, maka
nomor kode yang baru ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Setiap API-K yang diterbitkan diberikan nomor sesuai dengan
ketentuan dalam pedoman administrasi umum Departemen
Perdagangan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai API-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d diatur terpisah melalui Peraturan Menteri.

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan peraturan ini dapat diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 30

API-U dan API-P yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan
ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa lakunya dan tunduk
pada ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 31
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd

=Sekretariat Jenderal
atterfien Perdagangan
KepglalBiro Hukum,

MARI ELKA PANGESTU
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DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
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NOMOR : 31/M-DAG/PER/7/2007

TANGGAL : 20 Juli 2007
LAMPIRAN | Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal importir
LAMPIRAN i Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Khusus
LAMPIRAN I Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
LAMPIRAN IV Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
LAMPIRAN V Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
LAMPIRAN Vi Angka Pengenal Importir Khusus (API-K)
LAMPIRAN Vil-a Surat Penolakan API U/P
LAMPIRAN VII-b Surat Penolakan APl K
LAMPIRAN Vlil-a Perubahan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan
LAMPIRAN VII-b Perubahan Bentuk Badan Usaha, Alamat, NPWP,TDP
LAMPIRAN IX-a . Surat Pembekuan AP U/P
LAMPIRAN IX-b Surat Pembekuan API K
LAMPIRAN X-a Surat Pengaktifan Kembali APl U/API-P
LAMPIRAN X-b Surat Pengaktifan Kembali APl K
LAMPIRAN Xl-a Surat Pencabutan API U/P
LAMPIRAN XI-b Surat Pencabutan APl K
LAMPIRAN XII Daftar Nomor Kode AP untuk Dinas Propinsi
LAMPIRAN Xl Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ekretarlat Jenderal

MARI ELKA PANGESTU



Lampiran |

Peraturan Menteri Perdagangan R.|
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR

Nomor
Tanggal
Perihal

UMUM/PRODUSEN *)

Kepada Yth.

.......................................
.......................................

........................................

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama/Bentuk Perusahaan

Alamat Kantor Pusat Perusahaan

Nomor Telepon

Nomor Faksimil

No. Akta Notaris/Perubahan

No. SIUP atau surat izin usahalizin usaha
industri *)

7. No.TDP

8. NPWP Perusahaan

9. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :

IR U S o e

10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama Do
Alamat Rumah Do
Jabatan T e
No. Paspor/KTP D e
NPWP Do

2. Nama Do
Alamat Rumah D e
Jabatan Do
No. Paspor/KTP D eeerenns

NPWP e

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..........................................................

..............................................................



3. Nama L et eeieestrertee e et et e e st e bbb e senn e aes
Alamat Rumah L eereeerreeeiae e e —e e e se e s e s eeb bt e b e e e R Ra e s e sraaeeaee
Jabatan PO O RN
No. Paspor/ KTP L e et e e e re et ae e s r b e ae s bebe s s b e e nanes
NPWP OO OV PO PO PP PPRO

4. Nama e treeret i e e te e et rrere s e aabrate st s e sa et e seeaereanens
Alamat Rumah L et e ees e e —r e ——e—rresaessate st ae s se e s e s b re s eaaes
Jabatan OO UUUSURRIPPRS
No. Paspor/KTP e ereeere e et e e st et ses b ab s e b b shn e e bes
NPWP RO S PO VOO POTURRP

C. HUBUNGAN DENGAN BANK

(1) NamaBank @.....coo coovecennnencnnenn Nomor Rekening Perusahaan : ...............
(2) NamaBank:...........coovvrinninenns Nomor Rekening Perusahaan : ...............
(3) Dst.

D. LAMPIRAN PERSYARATAN

Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;

Asli susunan pengurus/direksi perusahaan terakhir,

Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha/ izin usaha industri dari Departemen Terkait ;*)
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP),

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;

Fotokopi surat keterangan domisili, atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;

Referensi bank devisa (asli);

Pasfoto berwarna masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;

Fotokopi Paspo/KTP pengurus/direksi.

e ~eaco®

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika
keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Materai

Rp. 6000,-

) Coret tidak perl (Pimpinan Perusahaan)
*} Coret yang tidak periu



Nomor
Tanggal
Perihal

Lampiran |l

Peraturan Menteri Perdagangan R.|
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
KHUSUS

Kepada Yth.

.......................................
.......................................

----------------------------------------

E. IDENTITAS KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)

F.

o Ok w N~

Nama/Bentuk KKKS
Alamat Kantor/lokasi KKKS

Nomor Telepon
Nomor Faksimill
NPWP KKKS

No. Kontrak Kerjasama

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR KKS :

1.

Nama

Alamat domisili
Jabatan

No. Identitas
Nama

Alamat domisili
Jabatan

No. ldentitas
Nama

Alamat domisili
Jabatan

No. ldentitas

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

......................................................................

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................



4, Nama T eeeeereeeriheeesiaraee e e araeeaseahesaaeaessseeeesse s b b raene
Alamat domisili L ettt eei e e e b e e s e e b e eesanenrrrara et e sesaesseses e nraaaes
Jabatan U S OO RPN
No. Identitas L e e e e et a e e e rararer e et e et e s e n e aas

G. LAMPIRAN PERSYARATAN

Salinan Kontrak Kerjasama antara Kontraktor KKS dengan pemerintah / Badan Pelaksana Migas;

Rekomendasi dari Badan Pelaksana;

Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor KKS ;

Pas foto berwama masing-masing Penanggung jawab / pengurus Kontraktor KKS, 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan
Fotokopi bukti identitas masing-masing penanggung jawab Kontraktor KKS.

® 20 oo

 Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap
perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas temyata tidak benar. '

Materai

Rp. 6000,-

(Penanggung Jawab KKKS)



Lampiran Il
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007

Tanggal : 20 Juli 2007
CONTOH
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
NOMOR:
TANGGAL:
Kami yang bertugas :
1. Nama  ererrrrerreeree e e et e ee e e e aaeeeeene
Jabatan § eererererrree s s s er e e nabaessrnartesrree e
NIP e et sra e s e e e ae
2. Nama  eeerriereeeeres e nea e e saee e erbeesraean
Jabatan eeerieeeener e e e bae s e e tesentnesreens
NIP et rereer e e e b aeen st aeenbeeetrenbeane
sesuai dengan surat permohonan dan daftar isian berkut lampirannya yang kami terima pada hari ................. tanggal
........................................... , kami telah mengadakan pemeriksaan atas perusahaan :
Nama e
Alamat SO TP PR PRRO PR
Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan pada surat perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12
Peraturan Menteri Perdagangan No. ... tanggal ......ccccovvrreerrerninenns adalah :

a. Benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas dapat diberikan API-U/API-P/API-K; *)
b. Tidak benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas tidak dapat diberikan API-U/API-P/API-K*)
Demikian berita ini dibuat dengan sebenamya.

Kabupaten/Kota ............... ) ererereereeeeeeasrraraenaens
Pemeriksa Pemeriksa
(ceeerrerireereere e ) (cereereremrnemrries e )
KEPALA DINAS.......... /DIREKTUR IMPOR*)
KABUPATEN/KOTA —.cocororer )
(oiniiiiiiiiiiserisniiiereeiesieieieeeees,s )
NIP.

*) Coret yang fidak perlu



Lampiran IV

Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal: 20 Juli 2007

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Logo Depdag) e e
ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)
Nomor S vererssasessienes "
Berlaku s.d. : ............ .
Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ..o e
NOMOT ..ccvviirrerennnne tanggal ............. , diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :
Nama/Bentuk Perusahaan TR RO OO U IO TP PP PPR PRI O
Alamat Kantor Pusat
Nama Penanggung Jawab SRR PP PPT PP PPPRTTPIY
Telepon T OO U OO PP PP PPN PPPSOS
Faksimil U O PP U O PP PPT PRI PPPR P
Nomor Akte NOtARS/PEIUDENEN & ..o.eevevieritii ittt st e e
NOMOF SIUPISUAL IZIN USBN & +ovvevieeeie ettt es s et s e s
Nomor TDP PR SO IR OO P PPPPPP PRI
NPWP TP TP UP PP OP PR UP I IPPPTSS PRI RTY
Nomor Surat Ket. Domisili OO OO PPV PSP PPPU PP PPIS PRSP LE
/sewa kontrak
Jenis BaranglJasal © eeveereeseeessesseessesseesestessresseesteesare s Ta s aas e s e e s se b s s e st
Dagangan Utama
a.n. Menteri Perdagangan
( )
NIP
Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank IndonesialULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu.



IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama et erreren e ee e e aa e erabesae s aba st
Alamat Rumah et b ——atee et et e s aee e e e ee e nnarnes
Jabatan L ettt e te s e e e rr b e e e ebanbenias
No. Paspor/KTP D eeereeresree i e ee e e eee e ee et aes bt e enae s et b erenrnaeenraen
NPWP L et errrrere e —e e st rr e r e sae s sbe v rresnrennes
Contoh Tanda Tangan .

2. Nama D errreerreriererererbreerbe et be s s e aeabesbbeesrnteserbraesrnes
Alamat Rumah e tieeireieerreeeee ettt ae sbaee st bbe s bearesseaaarbeseins
Jabatan  revtererereeereereaeeere et ee b reee s anes s areeeesrearaneaera
No. Paspor/KTP L ebeereeeese s et et et e are b et e bbb er e b s b et aerenras
NPWP  eerererreeeienree e et e be e s b e eb s e e raearreareeseranes
Contoh TandaTangan @ .cocoiiiciiinii s

3. Nama L e eeireerererie b e e et a e e e e e beaaeearrer e
Alamat Rumah L eteererererretieeee e i ebrrese e bbaee st bt e et bbetessenaaebeeenane
Jabatan © reereererareeerberee i rereaaereae st beeeba e e ereaerbeserataes
No. Paspor/KTP  eereerereeresnee s et s s ee et et et e e e e e e seeebene
NPWP et eee i e eee e e e e bt et b e e bbb e st asrs e reesrenreeeren
Contoh Tanda Tangan  :...coceveevieeieciineninencenoe e sneane

4. Nama L et e et e it b b e e s breeanberessaranebeeseren
Alamat Rumah L reteee s bte e i tes b be s eae e bbe e s beraetar e s aenaeaerarene
Jabatan
No. Paspor/KTP
Contoh TandaTang@an:  ..ceoevvvuiierinrinencnsiiieinninniennns Cerereereriea

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ............. dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak:

(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;

AP dibekukan apabila:

(1) Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan AP;

(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2);

(3) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk

AP yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaklifkan kembali apabila:

(1) Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;

(2) Dinyalakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan
amar pengadilan:

(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2).

AP dicabut apabila:

(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali

(2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal pembekuan;

(3) Melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;

(4) Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor,

(5) Dinyatakan bersalah cleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap; atau

(6) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan APY:

(1) Sebagaimana dimaksud datam huruf b, ¢, dan d dilakukanoleh .........................c..ce......... di mana AP! diterbitkan.

(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertufis, tembusan kepada
Direktur Impor.



Lampiran V

Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal: 20 Juli 2007

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

LogoDEpdag] e
ANGKA PENGENAL IMPORTIR - PRODUSEN
Nomor S eveeesnenean versssssaerans
Berlaku s.d. : .....cccconiinnneiiinnnna.
Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) .........ccccovvverivieiir i e

NOMOT covververier e tanggal ............. , diberikan Angka Pengenal Importir Khusus, kepada :
Nama/Bentuk Perusahaan L et ee et ee e e ee e —ee et eeare e aeateeteh bt e ten ssbe e s ih e be b beaenshn e s snene
Alamat Kantor Pusat L e reeteeereare e e eee it besthhee e hebes e e Ea L EeEreeee s es seb e sbe b E b e bee e s abeaes
Nama Penanggung Jawab
Telepon
Faksimil T OO PSP OO PP RPRUPPPI

Nomor Akte NOtariS/PErUDENAN & .....oeviviiviiiiiiiieoi et r e s ses e sreere s sesseerean s sessssaesanens
Nomor izin usaha industrifizin

setara lainnnya  reetressesesreteseeneesieereeseens ot ee nsIRN N0 LeNALeNENRER SaR bR S aR e us e SR e ne SR aa0d ts
Nomor TDP L eeete e hee et be et e eeb e e s bean en e e be e e bbb e e e e b ae e eer e e e
NPWP et eete et eee et ieh—e et eh e e e e b e b e a e et e eaebe b aeaanrs

Nomor Surat Ket. Domisili
Isewa kontrak
Jenis Izin Usaha Industri

-----------------------------------------------------------

Jembusan :

1. Disektur tmpor, Ditien Daglu;

2. Direklur Bank Indonesia/ULN,

3. Direkiur Tekni nan Bea dan Cukai, Depkeu,



IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

Nama L reterrieaee et re e e et te et e et st e s eb e s aren
Alamat Rumah PP OOV PPN
Jabatan o
No. Paspor/KTP L TSP R P OP P OPPEPPPPPTPITRRROS
NPWP et e ere s eae s e a s bbb es
Contoh Tanda Tangan .

Nama L e eeenieeee e st e e e e bbb s e b
Alamat Rumah T OO OO RO PR UPPRPRORPRON
Jabatan s
No. Paspor/KTP L ereerreseeeereeaeetese et e eh e et st et saesbs st e b aer b ene
NPWP L et ere e et ae b s ah sre bbb ehenaeens
Contoh Tanda Tangan @ .oceieiinisne e e
Nama § eeteeeenereebeeireerar e ba et et te e ses b e e srn b
Aiamat Rumah U OO TP TP PRI
Jabatan e ———
No. Paspor/KTP LU O OO PP OT PPN
NPWP L e e et ee e e et e eeae e e ere e ar st s b e
Contoh Tanda Tangan  :....coovivererinniinrne e e

Nama L eerrreesr e e te e aea et e bas e R e s ean e ne
Alamat Rumah PO USROS UO YO OPPPRION
Jabatan

No. Paspor/KTP

Contoh Tanda Tangan S PP PR

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
Perusahaan Pemilik APl wajib melaporkan kepada Kepala ............. dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak:

a

]
2

Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;

API dibekukan apabila:

)
vy
)

Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan AP,
Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2);
Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk

API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:

(1)
@

@)

Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;

Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar
pengadilan:

Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2).

AP dicabut apabila:

(1)
@

@)
)
(5)

)

Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali

Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal pembekuan;

Melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;

Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;

Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap; atau

Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

)
@

Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ¢, dan d dilakukan oleh ..........coeeeimimeieriicneecns di mana AP diterbitkan.
Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ¢, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada
Direktur Impor.



Lampiran VI

Peraturan Menteri Perdagangan Rl
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal: 20 Juli 2007

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

LogO DEPAAG]  eeeeee e
ANGKA PENGENAL IMPORTIR - KHUSUS
Nomor D rresserenenes ceesressresarrane
Berlaku 5.d. : .iivcerrreiirnnrenreniersnenns
Sesuai surat Rekomendasi Badan Pelaksana .......c...ccoccvevviiiiiniiiininnin e,

NOMOF w...vvovveveverenen. taNG@al ............. , diberikan Angka Pengenal Importir Khusus, kepada :
Nama KKKS © e eeteteeerteeentueseeteeiateeashetasbeeensaee e e aeseesse e e s e e r R reaa et rese bt bes

Nomor Kontrak Kerjasama © et eereerereeesereeteteniiebeniretenetebaetan e tee e st b Le R beseeaeree e n e s ra sebae s
Alamat KKKS SO PO SUUPPOIOPPPPPPPO
NPWP KKKS o eevesueressaetes et s s R AR s RS SRR bR e R R s
Nama Penanggung Jawab L et rererteseenenentteesesiiebeetenen e rrereseieseseessaetaraeeaaaeaeaansaseaesesses st as
Telepon TS T OO PO PP PUPP PP PP
Faksimil © e eeueeersueeereeteetbentetanhe taaareeabbes e bEe e ee e e et e e e pet se e s -
Jenis Kegiatan
Kontrak Kerja Sama ST U RSO O PO RTPTP PP PP ROPPP TP
a.n. Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri
( )
Tembusan :

1. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas;
2. Direktur Jenderal Migas, Dep ESDM

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Depkeu;

4. Direktur Bank Indonesia/ULN;

5. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag



IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS KKKS

1. Nama e ettt et r e
Alamat domisili ettt et et ettt e e e i e baaaat s
Jabatan oo
No. ldentitas ettt et ere e —aeeseeteneerrsate bt aeeen
Contoh Tanda Tangan

2. Nama L ettt a e tr e e ee e en e verrneeeraee
Alamat domisili © eerereiererereererrererreereertstereieie e st arraatbeeerebenee
Jabatan e e,
No. ldentitas L eettiereretiieereerarer— b ierteseereesartraeatrrarart i taeae
Contoh Tanda Tangan L e e e e et

3. Nama e rtrierereaiiereerareb—b i e eneettarrbeaertee s e arbaneees
Alamat domisili e
Jabatan TSSO
No. ldentitas ettt ee e rereateeeerr . rertia e eeerr———eeraraereraaas
Contoh Tanda Tangan T e e ettt a e et e e eae

4. Nama L ettt ettt re et tiraae s te st areabearasaareeas
Alamat domisili L ettt ettt e ———erestr—rareets i tte s i atataaasaean
Jabatan e
No. Identitas L et ee e et bt ettt eeae e babre et s aesseaereeeneeas
Contoh Tanda Tangan:  .......cceviiiininiiii e

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

a

b.

Kontraktor KKS pemilik API-K wajib melaporkan rekapitulasi realisasi impornya sekali dalam 4 (empat) bulan kepada Direktur Jenderal cq Direktur
Impor.

Kontraktor KKS pemilik API-K wajib melaporkan setiap perubahan yang berkaitan dengan identitas kontraktor KKS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak adanya perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pelaksana.

API-K dibekukan apabila Kontraktor KKS pemilik API-K dan atau penanggung jawab / pengurus Kontraktor KKS pemilik API-K:

(1) sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API-K;
(2) diduga menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan API-K;

(3) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam angka (1) dan (2) atau

(4) diduga melanggar ketentuan yang berlaku di bidang impor;

API-K yang telah dibekukan dapat diaklifkan kembali apabila:

(1) telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;

(2) dinyatakan tidak bersatah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar
pengadilan;

(3) tidak terbukti telah menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan API-K;

(4) tidek terbukli melanggar ketentuan di bidang impor; atau

(5) telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dan (2);

API-K dicabut apabila Kontraktor KKS pemilik API-K:

(1) mengalami pembekuan API-K sebanyak 2 (dua) kali;

(2) terbukti melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku,

(3) memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau

(4) dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API-K dan telah mempunyai kekuatan hukum
yang telap;



Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan :

Lampiran Vil-a

Peraturan Menteri Perdagangan R.|
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH
SURAT PENOLAKAN API-U / API-P

Penolakan Permohonan Angka Kepada Yth. :
Pengenal importir (APl) e
di
Menunjuk surat permohonan Saudara No. ................ tanggal ............. , perihal permohonan Angka

Pengenal Importir Umum (API), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan
sebagai berikut :

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALADINAS ......ooveevvevverenen,
Pemerintah Provinsi ........ccoeeeeveeees

NIP.

- Direktur Impor, Ditien Daglu.



Nomor
Lampiran
Perihal

Lampiran VIi-b

Peraturan Menteri Perdagangan R.|
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH
SURAT PENOLAKAN API-K

Penolakan Permohonan Angka Kepada Yth. :

Pengenal Importir (APD K

....................................

....................................

Menunjuk surat permohonan Saudara No. ............... tanggal ............. , perihal permohonan Angka
Pengenal Importir Umum (AP!), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan
alasan sebagai berikut :

a.n. Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

......................................................




Lampiran Vill -a

Peraturan Menteri Perdagangan Ri
Nomer  : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

Contoh Perubahan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan

Perubahan susunan Pengurus/ Direksi Perusahaan
Addendum APl NO.:ccooiiiieiiiiiciiiae,
Nama Perusahaan e reeeee e e ereeernees

Tanda Tangan
Kepala Dinas
Pasfoto Provinsi/Cap | Tanggal Dibuat | Keterangan
Kantor Dinas
Provinsi

Contoh

No. Uraian Lama Baru Tanda Tangan

1. | Pengurus/Direksi
Jabatan

No. KTP

No. NPWP
2. | Pengurus/Direksi
Jabatan

No. KTP

No. NPWP
3. | Pengurus/Direksi
Jabatan

No. KTP

No. NPWP
4, | Pengurus/Direksi
Jabatan

No. KTP

No. NPWP

Catatan:

Dibuat dalam rangkap 4 dengan tanda tangan dan cap asli, masing-masing untuk : Direktur Impor,Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, , dan
perusahaan yang bersangkutan.



Lampiran Viil -b

Peraturan Menteri Perdagangan Rl
Nomor : 31/M-DAGIPER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

Contoh Perubahan Bentuk Badan Usaha, Alamat,
NPWP, dan TDP Perusahaan

Perubahan bentuk Badan Usaha, alamat, NPWP dan TDP Perusahaan
Addendum APl NO.tooooiiiiiie e
Nama Perusahaan e errereereeeereaee rerre e

Tanda Tangan Kepala
No. Uraian Lama Baru Dinas Provinsi/Cap Tanggal Dibuat Keterangan
Kantor Dinas Provinsi

1. Badan Usaha

2. | Alamat

3. | NPWP

4. |TDOP

5.

B, | i
Catatan:

Dibuat dalam rangkap 4 dengan tanda tangan dan cap asli, masing-masing untuk : Direktur Impor,Kepala Dinas Propinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan
perusahaan yang bersangkutan.



Lampiran VIIl -¢

Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

Contoh Perubahan Nama Penanggung Jawab KKKS

Perubahan susunan Pengurus/ Direksi Perusahaan
Addendum API-KK No e s
Nama Kontraktor Kontrak Kerjasama eeree e veeeetbaeren et beeanete

Contoh Tanda Tangan
No. Uraian ‘Lama Baru Tanda Tangan Pasfoto Direktur Tanggal Dibuat | Keterangan
Jenderal
1. | Nama
Penanggung Jawab
Jabatan

No. Indentitas

2. | Nama

Penanggung Jawab
Jabatan

No. Indentitas

3. | Nama

Penanggung Jawab
Jabatan

No. Indentitas

4. | Nama

Penanggung Jawab
Jabatan

No. Indentitas




Lampiran Vil -d

Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

Contoh Perubahan Susunan Nama KKKS, No Kontrak Kerjasama, Alamat KKKS, NPWP KKKS dan Jenis Kegiatan Kontrak
Kerjasama.

Perubahan bentuk Nama KKKS, No. Kontrak Kerjasama, Alamat KKKS, NPWP dan Jenis Kegiatan Kontrak Kerjasama.
Addendum API-K No. SORURUU U UPPRRRPPPOS

. Tanda Tangan Direktur ,
No. Uraian Lama Baru Jenderal Tanggal Dibuat Keterangan
1. | Nama KKKS
2. | No. Kontrak
Kerjasama

3. | Alamat KKKS

4. | Telp./Fax

5. | NPWP KKKS

6. | Jenis Kegiatan
Kontrak Kerjasama




Lampiran Vlll -a

Peraturan Menteri Perdagangan Rl
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

Contoh Perubahan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan

Perubahan susunan Pengurus/ Direksi Perusahaan
Addendum  APL  NO. i,
Nama Perusahaan e evrareveeeneressarreeaas

Tanda Tangan
Kepala Dinas

Contoh Pasfoto Provinsi/Cap | Tanggal Dibuat | Keterangan

Kantor Dinas
Provinsi

No. Uraian Lama Balt | Tanda Tangan

1. | Pengurus/Direksi
Jabatan

No. KTP

No. NPWP
2. | Pengurus/Direksi
Jabatan

No. KTP

No. NPWP
3. | Pengurus/Direksi
Jabatan

No. KTP

No. NPWP
4. | Pengurus/Direksi
Jabatan

No. KTP

No. NPWP

Catatan:

Dibuat dalam rangkap 4 dengan tanda tangan dan cap asli, masing-masing untuk : Direktur Impor,Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, , dan
perusahaan yang bersangkutan.



Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan :

1. Direktur Impor,

Lampiran IX-a

Peraturan Menteri Perdagangan R.|
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH
SURAT PEMBEKUAN API-U / API-P

Pembekuan Angka Pengenal Kepada Yth. :

Importir (APDUIP e
s
Berdasarkan Pasal 22 hunuf ................. Peraturan Menteri Perdagangan No.................... tanggal
................ , dengan ini diberitahukan bahwa API-U / APIP *) No. ........... atas nama
............................. dibekukan sampai ada keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALADINAS ...t
Pemerintah Provinsi .........coeoeeeenene.

NIP.

Ditien Daglu, Depdag;

2. Direkiur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukali.

‘) Corel yang tidek perlu



Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan :

Lampiran IX-b

Peraturan Menteri Perdagangan R.|
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH
SURAT PEMBEKUAN API-K
Pembekuan Angka Pengenal Kepada Yth. :
mportir (AP K e
ai ..................................

Berdasarkan Pasal 22 hunf ................. Peraturan Menteri Perdagangan No.................... tanggal
................ , dengan ini diberitahukan bahwa API-Khusus No............... atas NamMa ........cceeevnneeninnnnns
dibekukan sampai ada keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
( )

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag;
2. Direktur Bank indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.




Lampiran X-a

Peraturan Menteri Perdagangan R.|
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH
SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI API-U / API-P
Nomor
Lampiran
Perihal . Pengaktifan Kembali API U/P Kepada Yth. :
ai ..................................
Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. ............. tanggal
................ perihal.....................dan berdasarkan Pasal 23 huruf .................Peraturan Menteri
Perdagangan No.................... tanggal ................, dengan ini diberitahukan bahwa API-U/API-P *)
NO.cvvereeee, atasnama ................. dapat diberlakukan kembali, dan surat kami No.
..................... tanggal .................dinyatakan tidak berlaku.
Demikian agar Saudara makium.
KEPALADINAS .......cooeveieiiiinne
Pemerintah Provinsi ............cc.ceu.e.
( )
NIP.
Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

*) Coret yang tidak periu



Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan :

1. Direktur Impor,

Lampiran X-b

Peraturan Menteri Perdagangan R.|
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH
SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI API-K

Pengaktifan Kembali API-K Kepada Yth. :
s
Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. e tanggal
................ perihal.....................dan berdasarkan Pasal 23 huruf ...............Peraturan Menteri
Perdagangan NO.........ccccoeos tanggal ..o , dengan ini diberitahukan bahwa API-K
NO...ooorrrens atasnama ................. dapat diberlakukan kembali, dan surat kami No. ..................... tanggal
................. dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NIP.

Ditjen Daglu, Depdag;

2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

*) Coret yang lidak perlu



Lampiran Xl-a

Peraturan Menteri Perdagangan R.|
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH
SURAT PENCABUTAN APIU /P
Nomor
Lampiran :
Perihal . Pencabutan APIU /P Kepada Yth. :
ai ..................................
Berdasarkan Pasal 24 hunf................. Peraturan Menteri Perdagangan No....................
................ , dengan ini diberitahukan bahwa APl U/P No..............atas nama ................
dicabut.
Demikian agar Saudara makium.
KEPALADINAS ......cccoverviiennenne,
Pemerintah Provinsi .........cccoveenie
( )
NIP.
Tembusan :

1. Direktur impor, Ditjen Daglu, Depdag;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN,
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

*) Corel yang lidak perlu



Lampiran XI-b

Peraturan Menteri Perdagangan R.l
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH
SURAT PENCABUTAN API-K
Nomor
Lampiran :
Perihal . Pencabutan API-K Kepada Yth. :
ai ..................................
Berdasarkan Pasal 24 huruf ................. Peraturan Menteri Perdagangan No.................... tanggal
................ , dengan ini diberitahukan bahwa API UPP No...............atas nama .................kami nyatakan
dicabut.
Demikian agar Saudara maklum.
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
( )
NIP.
Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditien Daglu, Depdag;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

*) Coret yang tidak perlu



Lampiran XII

Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

DAFTAR NOMOR KODE AP!
UNTUK DINAS PROVINSI
NOMOR DINAS IN
URUT PROVINSI BER?(EES%KE!\IJ N%ﬂ%?/lﬁgFE
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM BANDA ACEH 01
2. SUMATERA UTARA MEDAN 02
3. SUMATERA BARAT PADANG 03
4. RIAU PEKANBARU 04
5. JAMBI JAMBI 05
6. SUMATERA SELATAN PALEMBANG 06
7. BENGKULU BENGKULU 07
8. LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 08
9. DKI JAKARTA JAKARTA 09
10. JAWA BARAT BANDUNG 10
1. JAWA TENGAH SEMARANG 1
12. DAISTA YOGYAKARTA YOGYAKARTA 12
13. JAWA TIMUR SURABAYA 13
14. KALIMANTAN BARAT PONTIANAK 14
15. KALIMANTAN TENGAH PALANGKARAYA 15
16. KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA 16
17. KALIMANTAN SELATAN BANJARMASIN 17
18. BALI DENPASAR 18
19. NUSA TENGGARA BARAT MATARAM 19
20. NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG 20
2. SULAWESI SELATAN MAKASSAR 21
22. SULAWESI TENGAH PALU 22
23. SULAWESI UTARA MANADO 23
2. SULAWESI TENGGARA KENDARI 2%
25. MALUKU AMBON 25
26. PAPUA JAYAPURA 2
27. MALUKU UTARA TERNATE 27
28. BANTEN SERANG 28
29, BANGKA BELITUNG PANGKAL PINANG 29
30. GORONTALO GORONTALO 30
31. KEPULAUAN RIAU TANJUNG BALAI KARIMUN 31
32. IRIAN JAYA BARAT MANOKWARI 32
33, SULAWESI BARAT MAMUJU 33




Lampiran Xiil

Keputusan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH PENOMORAN KODE PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Logo
Depdag B
ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM/PRODUSEN (API-U / API-P)
Nomor : 280100001 (Contoh untuk Wilayah Provinsi Banten)
Berlakus.d. : cieiiiiiiiiiiininininen,
Catatan:
28 = Kode Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan Lampiran IX
Keputusan ini
01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota yang ada di provinsi yang
bersangkutan)
00001 = Nomor urut APl Wilayah Provinsi Banten

Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma, garis miring, dan strip.




